
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

WALIKOTA SEMARANG 
 

PROVINSI JAWA TENGAH 
   PERATURAN WALIKOTA SEMARANG  

NOMOR 28 TAHUN 2022 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG  
NOMOR 42 TAHUN 2018 TENTANG STRUKTUR DAN FORMULA  

TARIF SEWA LAHAN 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA SEMARANG, 
 

Menimbang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mengingat 

: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: 

a. bahwa untuk menjalankan amanat dari Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang 
Pedoman Barang Milik Daerah, maka Peraturan 
Walikota  Nomor 42 Tahun 2018 tentang Struktur dan 
Formula Tarif Sewa Lahan perlu ditinjau kembali; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan 
Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan 
Walikota Semarang Nomor 42 Tahun 2018 tentang 
Struktur dan Formula Tarif Sewa Lahan; 

 
 

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang  
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, 
Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950      
Nomor 45); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 
104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2043); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

 
 



 
 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400);  

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang 
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6573);  

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang 
Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-
Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, 
Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta penetapan 
Kecamatan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I 
Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1992 Nomor 89); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 1420); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah         
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016       
Nomor 547) 
 

   
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 42 TAHUN 
2018 TENTANG STRUKTUR DAN FORMULA TARIF SEWA 
LAHAN. 
 

 

 

 



 
 

Pasal I 

Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Walikota Semarang  
Nomor 42 Tahun 2018 tentang Struktur Dan Formula Tarif 
Sewa Lahan (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 
Nomor 42), disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 3a dan    
Pasal 3b, sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 3a 

(1) Dalam hal penilaian objek sewa berdasarkan dengan 
penghitungan Struktur dan Formula sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 3 tidak dapat memperoleh nilai 
wajar maka tarif sewa dapat diperoleh dari penilaian oleh 
Penilai Pemerintah atau Penilai Publik 

(2) Penilai Pemerintah atau Penilai Publik sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota. 

 

 Pasal 3b 

(1) Hasil  penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3a 
digunakan oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang dalam 
melakukan kajian kelayakan penyewaan dan perhitungan 
besaran sewa. 

(2) Seluruh  biaya yang  timbul dalam rangka penilaian 
dibebankan pada APBD. 

 
Pasal II 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kota Semarang. 

   
Ditetapkan di Semarang 
pada tanggal 2 Juni 2022 
 

   WALIKOTA SEMARANG, 
 

ttd 
 

  HENDRAR PRIHADI 
 

Diundangkan di Semarang 
pada tanggal 2 Juni 2022 

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG, 
 

 ttd 
 

ISWAR AMINUDDIN 
 

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2022 NOMOR 28  
 
 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG 

 
Drs.Satrio Imam Poetranto, M.Si 

Pembina Tingkat I 
NIP.196503111986021004 

 


